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a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan akuntansi b basis 
akrual, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaarlj kas, 
penyisihan piu tang dan investasi non permanen serta aset lalnnya, 
maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 t ntang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri yan telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati W nogiri 
Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas L piran 
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 t ntang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu 
ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud h 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan K tujuh 
Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogi i; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembe ukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomo 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan egara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norn r 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah aan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 

BUPATI WONOGIRI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 42 TAHUN 2021 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOG 
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINT H 

KABUPATEN WONOGIRI 

BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JA WA TENGAH 
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5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 35); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer ksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Le baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam ahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang istem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R ublik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembe tukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah iubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 t ntang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran egara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Le 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri tahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir engan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipt Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norn r 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pe 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pen elolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik I 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5533); 



3 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 34 TAHU 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KAB PATEN 
WONOGIRI. 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 t ntang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akru Pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2013 

Nomor 1425); ! 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 t ntang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita egara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 t ntang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk K giatan 
Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 1 I 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 t~ntang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita f egara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); I I 

16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 Tfntang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri l(~erita 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 172) sebagrmana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan fupati 
Wonogiri Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keen84n Atas 
Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahu1 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten wrnogiri 
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 93); 

Nomor 12 Tahun 2019 t;ntang 
Daerah (Lembaran Negara Re ublik 

Nomor 42, Tambahan Lembaran egara 

11. Peraturan Pemerin tah 
Pengelolaan Keuangan 
Indonesia Tahun 2019 

Menetapkan 



kas yang bersumber dana dari sumbangan masyarakat ata 
ketiga/sejenis dalam rangka penanganan pandemi COVJD-191 
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Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 ahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Serita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 172) sebagaimana telah iubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahu 2020 

tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri No or 34 

Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Berita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 93) diubah sebagai berikut: 

1. Angka romawi III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN huruf A. Aset angka 
11 

Aset 
Lancar huruf a. Kas angka 1) Definisi diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
a. Kas 

1) Definisi 
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang seti p saat 
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pem rintah 
daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap di airkan 
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 
Kas juga meliputi seluruh Vang Yang Harus Dipertanggungja abkan 
(UYHD), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditari atau 
digunakan un tuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian 
juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang 
likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai mas jatuh 
tempo kurang dari 3 (tiga) bulan. 
Kas terdiri dari: 
a) Kas di Kas Daerah; 
b) Kas di Bendahara Penerimaan; 
c) Kas di Bendahara Pengeluaran; 
d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 
e) Kas di Bendahara JKN 
f) Kas di Bendahara BOS 
g) Setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang 

1sangat 
likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang 
dari 3 (tiga). 

h) Kas lainnya 
Kas lainnya adalah yang tidak termasuk dalam kategori 
sampai dengah huruf g. Termasuk dalam kas lainnya adal saldo 

pihak 

Pasal I 
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No. Umur (sejak tanggal jatuh Kualitas Tarif Penyisihan tempo) 
1. 0 - 1 tahun Lan car 0,5% II 
2. >1 - 2 tahun Kurang Lancar 10% 
3. >2 - 3 tahun Diragukan 50% 
4. >3 tahun Macet 100% II 

II 

ka romawi III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN huruf A. Aset angka 1 Aset 

car huruf e. Investasi Jangka Panjang angka 3) Penilaian Investasi , angka 
3.Ang 

Lan 
Panjang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
3) Penilaian Investasi Jangka Panjang 

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode, yaitu: 
a) Metode biaya 

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Peng asilan 
atas investasi jangka panjang diakui sebesar bagian hasil yang d terima 
dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan 
hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui ebagai 
pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan). Kriteria metod biaya 
adalah kepemilikan kurang dari 20%. 

b) Metode ekuitas 
Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditamb atau 
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah anggal 
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk Saha.If yang 
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.,Bagian 
laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan 
modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. 
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk me gubah 
porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya pe bahan 
yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi tetap. 
Kriteria metode ekuitas adalah kepemilikan 20% sampai 

2. Angka romawi III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN huruf A. Aset angka t Aset 
Lancar huruf c. Piutang angka 4) Penilaian Piutang huruf b) Piutang Ret ibusi, 
Piutang Transfer, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian . ancar 

TP /TGR diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
b) Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian 

Lancar TP/TGR. 
Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan adalah 
piutang. Kualitas dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan kla ifikasi 

se bagai beriku t: 
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4) Angka romawi Ill. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN huruf A. Aset angka F Aset 

Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi angka 
panjang, aset tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan dana cad gan. 
Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak keti a, kas 
yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Termasuk dalam aset 1 
adalah alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Mod 
Lainnya seperti temak gaduhan. , 
Ruang lingkup yang diatur pada bagian ini hanya aset tak berwujud, ke~itraan 
dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain yang berasal dari pengrientian 
penggunaan aktif aset tetap pemerintah serta temak gaduhan. 
a. Aset Tak Berwujud: 

1) Jenis Aset Tak Berwujud: 
a) Software 

Perangkat lunak ( Software) kompu ter yang masuk dalam lqategort 
Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian 
tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi sof~are ini 
adalah yang dapat digunakan di komputer lain. 

b) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaatjangka panj' g 
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat [angka 
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang mem erikan 
manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan dat 
dapat diidentifikasi sebagai aset. 

c) Aset Tak Berwujud Lainnya 
Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwuju yang 
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwuj d yang 
ada. 

yang 

menggunakan metode ekuitas. 
c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realized Values) I 

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan d~epas/ 
dijual dalam jangka waktu dekat. I' 

Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersnt 
direalisasikan. 

kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang si ifikan 
menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan lebih dari 50% 
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- Biaya professional yang timbul 
tersebut dapat digunakan; dan 

d) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Be 
yang diperoleh secara internal yang pelaksanaan pengemban annya 

melewati tanggal pelaporan. 
Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yan telah 
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan ggal 
pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud 
Pengerjaan (intangible aset work in progress), dan setelah pe 
selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Be 
yang bersangku tan. 

2) Pengakuan 
Aset Tak Berwujud dapat diakui sebagai aset apabila telah dapat 
dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi: 
a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan 
b) Kriteria pengakuan. 
Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa 

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari A et Tak 
Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entit 

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan an al. 
3) Pengukuran 

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu har a yang 
harus dibayar entitas untuk memperoleh ujud 
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud t rsebut 
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa dat 
jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk 
kedalam entitas tersebut. 
a) Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pe belian 

terdiri dari: 
1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan 
2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset t rsebut 
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, mis nya: 
- Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset t rsebut 

dapat digunakan; 
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Berwujud. 

- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat be~fungsi 

secara baik. • 
b) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara i1ternal 

adalah: 
1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang me enuhi 

syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang 
biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengaku 

2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalny telah 
diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui 
bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kernudian 
hari;dan I 

3) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan sJftware 
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi rdalah 
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. 1 

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan as1t tak 
berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusu1 dapat 
disajikan sebesar nilai wajar. 

4) Amortisasi 
Amortisasi adalah penyusutan atas Aset Tak Berwujud, kecu i yang 
termasuk kelompok Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tak Be ujud 
Dalam Pengerjaan. 
Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode 
dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut: 
a) Software, masa manfaat 5 tah un dengan periode amortisasi t 
b) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat Jangka P jang, 

masa manfaat 5 tahun dengan periode amortisasi tahunan. 
apabila hasil kajian/penelitian dalam jangka waktu tidak 
dimanfaatkan maka dilakukan penghapusan. 

5) Penyajian dan Pengungkapan 
Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian d "Aset 
Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan atas 
Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut: 
a) Masa manfaat dan metode amortisasi; 
b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa A et Tak 

Berwujud; dan ~ 
c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada a al dan 

akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan A et Tak 
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kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana 
fasilitasnya setelah berakhirnyajangka waktu. 

c) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan 
daerah beru pa tanah oleh pihak lain dengan cara men 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pih lain 
terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Baran Milik 
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam angka 
peningkatan penerimaan daerah. 

e) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pih lain 
dalamjangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang unai. 

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu 
Daerah dan mitra kerjasama masih terikat 
kerjasama/ kemitraan. 

2) Pengakuan 
Aset Kerjasama/ Kemitraan diakui pada saat terjadi pe 
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset d · aset 
tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. 
Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana 
fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pad saat 
pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasil tasnya 
selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. 
Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ke itraan 
harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum dise ahkan 

kepada Pengelola Barang. 
Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya epada 
Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya pe ianjian 
dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

b. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
1) J enis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset 
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemi 

b) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan baran 
daerah beru pa tanah oleh pihak lain dengan cara 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, ke 
didayagunakan oleh pihak lain terse but 
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya dise ahkan 
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Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangun dan 
fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggun 
oleh Pengelola Barang. 
Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset nya" 
menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhimya perjanji dan 
telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah. 

3) Pengukuran 
Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk dius akan 
dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan harus dicatat sebag aset 
kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pad saat 
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling 
objektif atau paling berdaya uji. 
Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam 
Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di si i lain, 
investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. 
Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah 
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status pengguna nya, 
dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai waj 
saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling 
berdaya uji. 

4) Penyajian dan Pengungkapan 

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset 1 
Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah d atau 
gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk k giatan 
operasional SKPD, harus diungkapkan dalam Aset 
kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan 
masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam 
Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset s elum 
direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset ke 
dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa 
kerjasama. 

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, 
pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemit aan: 
a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama 

b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan 
c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan. 
d) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil 

kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset teta 
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dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 
d. Temak Gaduhan 

1) Definisi 

Temak gad uhan adalah hasil dari pengelolaan ternak di Dinas Ke 
dan Perikanan Dan Peternakan kepada kelompok masyarakat 
rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui 
peningkatan pendapatan petemak serta pemerataan pemilikan t mak, 
peningkatan populasi dan produksi temak diseluruh wilayah Kab paten 
Wonogiri. Ternak gaduhan diperoleh dari Belanja Pemerintah Daer 

2) Pengakuan 
Mekanisme pengelolaan gaduhan temak dimulai dari 
Pemerintah Daerah digaduhkan kepada peternak, 

jenis aset tetap yang dilakukannya penghentian penggunaan, 

c. Aset Lain-Lain 
Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak;dapat 
dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan an uran, 
tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan engan 
pihak ketiga. 
1) Definisi Aset Lain-lain 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari pengguna aktif 
pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal mi dapat 
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yan tidak 
digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan ( roses 
penjualan, sewa bell, penghibahan, penyertaan modal). 

2) Pengakuan 
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari pengg naan 
aktif pemerin tah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 

3) Pengukuran 
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari pengguna aktif 
pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai 
tercatatnya. Terhadap Aset lain- lain yang berasal dari reklasifika i aset 
tetap tidak dilakukan penyusutan. Proses penghapusan terhada aset 
lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi 
ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. 

4) Penyajian dan Pengungkapan 
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainny dan 
diungkapkan secara mernadai di dalam CaLK. 
diungkapkan antara lain adalah faktor- faktor yang menyeb 



12 

AERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 44 

I 
I 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 23 Juni 2021 

.e::==!~K;:,:RET ARIS DAE RAH 

.,,,,,.--"""'-1-"Al"a{"l.T EN WON O GI RI, 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 23 Juni 2021 
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O SUTOPO 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per turan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri 

digulirkan kepada peternak yang lain dan anak kedua diju yang 
hasilnya dibagi antara Pemerintah Daerah dan peternak secar rata. 
Anak pertama tidak selalu dapat digaduhkan kepada peternak y 
apabila mengalami gangguan kesuburan sehingga pada akhimya dijual 
yang hasilnya dibagi antara Pemerintah Daerah dan peternak 
rata. Komponen mutasi tambah investasi non permanen ternak ga 
terdiri dari anak pertama yang digaduhkan atau yang dijual, sed gkan 
mutasi kurang terdiri dari penjualan anak kedua, induk yang 
hak penggaduh, kematian dan ternak yang afkir. 

3) Pengukuran 

Dihitung dari saldo awal di tam bah/ dikurangi mutasi ersih 
(penambahan dan pengurangan) selama 1 tahun. Penambahan 
gaduhan tahun bersangkutan dan setoran penjualan anak 
Pengurangan berupa adanya ternak yang mati, afkir, penjual anak 
kedua, pelunasan dan induk yang menjadi hak penggaduh. 

4) Penyajian dan Pengungkapan 

Ternak gaduhan disajikan di dalam kelompok Aset Lainny dan 
diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu 
diungkapkan antara lain jumlah ekor dan nilai rupiah serta inti rmasi 
lainnya yang relevan. 


